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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan 

memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit tersebut dilakukan baik 

dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga 

maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.1 

Selain itu, bank menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk
'y

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berangkat dari pengertian di atas menurut Sentosa Sembiring, Bank adalah 

suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. 

Bank sebagai Badan Hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum 

yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.3 Dengan demikian dapat 

dirumuskan pula, hukum perbankan pada dasarnya adalah serangkaian kaidah- 

kaidah/norma-norma yang mengatur tentang badan usaha perbankan. Kaidah-

‘ Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, (Bandung, CV Mandar Maju, 2000), hlm. 2.
Redaksi Penerbit Asa Mandiri, Un dang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998A Jakarta Asa 

Mandiri, 2005), hlm. 2.
3 Sentosa Sembiring, Op. C/7., hlm. 2.

1
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kaidah/norma-norma yang dimaksudkan tersebut adalah baik yang terdapat dalam 

hukum positif maupun dalam praktik perbankan.

Sebagai ketentuan umum landasan yuridis perbankan di Indonesia diatur 

dalam Undang-undang No 7 Tahun 1992, Lembaran Negara No 21 Tahun 1992 yang 

diubah dengan Undang-undang No 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik 

Indonesia No 182 Tahun 1998 Tentang Perbankan selanjutnya disebut Undang-

undang Perbankan.

Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Undang-undang Perbankan tersebut, 

ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Peraturan Bank

Indonesia yakni :

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir, Tentang Bank

Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Tanggal 12 Mei 1999.

2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/35/ kep/Dir, Tentang Bank

Perkreditan Rakyat, Tanggal 12 Mei 1999.

3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 32/36/Kep/Dir, Tentang Bank 

Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, Tanggal 12 Mei 1999.

4. Peraturan Bank Indonesia No.8/7/PBI/2006, tentang perubahan atas peraturan 

Bank Indonesia No. 7/13/PBI/2005 tentang kewajiban penyediaan modal 

minimum bank umum berdasarkan prinsip syari’ah.

5. Peraturan Bank Indonesia No. 9/7PBI/2007, tentang Perubahan atas Peraturan 

Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006, tentang Perubahan Kegiatan Usaha Umum 

Konvensional Menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha
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berdasarkan prinsip syari’ah dan pembukaan kantor Bank yang melaksanakan 

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah oleh bank

umum konvensional.

6. Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007 tentang perubahan atas peraturan

Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva Bank

Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah.

7. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan

Perbankan Nasional.

8. Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 1999 Bank Berdasarkan Bagi Hasil.4

Berdasarkan penjabaran di atas praktek bank di Indonesia dapat digolongkan

ke dalam dua jenis Bank yakni: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Umum dalam penjabaran Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perbankan

No. 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Usaha perbankan secara konvensional maksudnya adalah usaha perbankan 

memberikan kredit kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan, dalam 

pemberian kredit pada bank konvensional sistem perhitungan keuntungannya adalah 

dengan menggunakan sistem Bunga, artinya bahwa debitur meminjam sejumlah uang 

kepada bank. Selanjutnya, uang pinjaman tersebut dikembalikan dengan tambahan

4 Ibid, hlm. 2-3.



4

dengan bunga atas pinjaman yang diberikan tersebut. Besarnya bunga bergantung 

pada besarnya pinjaman yang diterima dan jangka waktu pengembaliannya.

Sementara usaha perbankan berdasarkan prinsip syari’ah yang dijabarkan 

dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998, yakni Prinsip 

syari’ah adalah aturan peijanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak 

lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan 

lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari ’ah.6

Mengenai usaha perbankan syari’ah, apabila dibandingkan dengan usaha 

perbankan konvensional sebagaimana telah dijabarkan di atas sangatlah berbeda, 

karena di dalam usaha perbankan syari’ah sebagaimana yang telah dituangkan di 

dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998 sistem yang 

digunakan bukanlah sistem Bunga melaikan sistem berdasarkan prinsip syari’ah,

Sistem perbankan berdasarkan prinsip syari’ah adalah sistem yang dalam

beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syari ’ah Islam khususnya yang

menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam.

Dalam tata-cara bermuamalat tersebut dijauhi praktek-praktek yang 

dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dan diisi dengan kegiatan-kegiatan 

investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.7 Artinya, dapatlah 

dikatakan bahwa Sistem keuntungan dalam perbankan syari’ah dikenal dengan apa

5 Ahmad Gozali, Serba-serbi Kredit Syari *ah Jangan Ada Bunga di Antara Kita, (Jakarta, PT. 
Elek Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2005), hlm. 64.

6 Sentosa Sembiring, Op. Cit., hlm. 3.
7 Kamaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, 

(Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima, 1992), hlm. 1.
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yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa {free-base income) maupun mark-up 

atau profit margin, serta bagi hasil (loss and profit sharing). Selain itu dilibatkannya 

Hukum Islam dan pembebasan trasaksi dari mekanisme bunga (interestfree).

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari 'ah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, hal tersebut dipertegas sesuai dengan
o

ketentuan Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Perbankan.

Perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan syari’ah dalam

melaksanakan kegiatan usahanya sangatlah bergantung pada dana, yang berasal dari

dua sumber, yaitu sumber intem dan sumber ekstern, Pada bank konvensional sumber

intem berasal dari pemilik dan bank itu sendiri, sumber ini disebut dana (modal)

sendiri, sedangkan sumber ekstern berasal dari giro, tabungan-tabungan, dan deposito 

pihak ketiga sedangkan pada bank syari’ah sumber dananya bersumber dari modal,

titipan, dan investasi.

Perbankan syari’ah sebagaimana yang telah dijabarkan di atas meliputi antara 

lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan 

berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan 

memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan 

prinsip sewa mumi tanpa pilihan (ijarah\ atau dengan adanya pilihan pemindahan

Sentosa Sembiring, Op. Cit., hlm. 5.
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kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah 

iqtina)?

wa

Fungsi bank syari’ah secara garis besar tidak berbeda dengan bank 

konvensional yakni sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution) yang 

mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut 

kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. 

Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari 

transaksi-transaksi yang dilakukannya.

Posisi unik dari Bank Syari’ah dibandingkan dengan bank konvensional 

adalah diperbolehkannya Bank Syari’ah melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang 

bersifat multi-finance dan perdagangan (trading). Hal demikian berkenaan dengan

sifat dasar transaksi Bank Syari’ah yang merupakan investasi dan jual beli serta 

sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan Bank Syari’ah 

seperti antara lain pembiayaan dengan prinsip murabahah (jual beli). Pembiayaan 

dengan prinsip Murabahah adalah perjanjian jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.10 Dalam 

Murabahah pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli, karakteristiknya 

adalah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu 

tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dengan kata lain pada pembiayaan

^Muhammad Nejatullah Siddqi, Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta, Leicester, 1992), hlm. 5. 
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta, Gema Insani 

Dengan Tazkia Cendekia,2007), hlm. 101.

r
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Murabahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya 

dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah

dengan harga yang ditambah keuntungan.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis akan mencoba mengkaji lebih lanjut

mengenai bank syari'ah dalam pembiayaan Murabahah. Penulis tidak memungkiri

bahwa banyak tulisan yang muncul mengenai topik tersebut dan setelah dari sekian

banyak tulisan yang penulis baca tentang masalah ini menurut analisa penulis dalam

tulisan-tulisan itu tidak dan belum adanya upaya melihat permasalahan ini secara

lebih dalam (substansial). Hal inilah yang penulis coba untuk menelitinya lebih lanjut 

dengan mengangkatnya dalam sebuah judul permasalahan: “Penerapan Sistem

Keuntungan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank BNI Syarifah Cabang

Palembang99

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanan Pemberian pembiayaan Murabahah pada Bank BNI 

Syari’ah Cabang Palembang ?

2. Bagaimana perhitungan keuntungan dalam pembiayaan Murabahah pada 

Bank BNI Syari’ah Cabang Palembang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Untuk menjelaskan Pelaksanan Pemberian pembiayaan Murabahah pada

Bank BNI Syari’ah Cabang Palembang

2. Untuk menjelaskan sistem perhitungan keuntungan dalam pembiayaan

Murabahah pada Bank BNI Syari’ah Cabang Palembang

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermaanfaat:

a. Dari segi teoritis.

Diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada

umumnya dan khususnya dalam bidang hukum pemberian pembiayaan

dengan konsep syari’ah dan perlindungan terhadap debitur.

b. Dari segi praktis.

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap debitur dalam hal 

penerapan sistem Keuntungan dalam pembiayaan murabahah. Juga sebagai 

masukan kepada pihak-pihak terkait serta para praktisi ekonomi dan praktisi 

hukum.sekaligus sebagai informasi kepada pemerintah sebagai pengambil

kebijakan hukum.

1.5 Ruang lingkup

Untuk lebih terarah dan terfokusnya permasalahan yang dibahas, maka 

penulisan skripsi ini, penulis membatasi hanya pada permasalahan yang behubungan
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dengan Penerapan Sistem Kentungan dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank BNI 

Syari’ah Cabang Palembang.

1.6 Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pembahasan permasalahan skripsi ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis 

normatif dalam arti mengkaji peraturan perundang-undangan, Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia, Dewan Syari’ah Nasional (DSN) yang berhubungan dengan 

permasalahan skripsi ini, dan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi

penunjang.

2. Bahan dan Sumber Bahan

Dalam penelitian ini digunakan bahan terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah

yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan, Fatwa Dewan

Syari’ah Nasional, Majelis Ulama Indonesia Dalam hal ini yang akan diteliti

adalah penerapan sistem Keuntungan dalam Pembiayaan Murabahah pada

Bank BNI Syari’ah Cabang Palembang.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer. Penulis akan meneliti buku-buku ilmiah hasil karya dari 

kalangan hukum yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang akan 

diteliti
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c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus 

hukum, kamus perbankan syari’ah, ensiklopedia, media massa dan internet. 

Bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dan informasi 

penunjang dengan melakukan wawancara kepada pejabat Bank BNI Syari’ah

Cabang Palembang

3. Analisis Bahan.

Bahan dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan

metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara

sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan dalam

menggambarkan jawaban permasalahan.
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